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ABSTRAK :  - Bahwa untuk memberikari kepastian hukum terhadap pelaksanaan tata cara pengembalian 
atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, dan untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya 
Tidak Terutang; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No.6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999) 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak 
terutang dapat diajukan dalam hal:  

a.  terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau 
yang seharusnya tidak terutang;  

b.  terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pajak dalam 
rangka impor;  

c.  terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang 
dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau 
dipungut;  

d.  terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak; 
atau  

e.  terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terkait penerapan 
P3B bagi Subjek Pajak Luar Negeri. 

Pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya 
tidak terutang dapat berupa pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang, 
pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan, pembayaran pajak yang seharusnya tidak 
dibayar, atau pembayaran pajak terkait dengan permintaan penghentian penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang 
KUP yang tidak disetujui. 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang diajukan sebelum 
berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan SKPLB atau surat pemberitahuan 
penolakan, proses penyelesaian permohonan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang 
Seharusnya Tidak Terutang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 2015. 

 


